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Abstrak. Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (UU Kesehatan 

No.36/2009). Menurut data indeks pembangunan kesehatan, Kabupaten Asmat merupakan salah satu 

dari sepuluh kabupaten yang terburuk dalam pembangunan kesehatan di Indonesia (Kemenkes, RI, 

2011). Padahal Kabupaten Asmat sudah dilengkapi dengan fasilitas kesehatan  berupa 1 rumah sakit, 

14 puskesmas, 59 pustu. Ditinjau dari peraturan jumlah ketersediaan fasiltas sarana kesehatan sudah 

melebihi ketersediaan yang ada. Oleh karena itu, maka dibutuhkan kajian penyediaan dan pelayanan 

sarana kesehatan berdasarkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah guna 

mendukung keberlangsungan hidup masyarakat serta keterjangkauan sarana kesehatan untuk diakses 

oleh masyarakat yang membutuhkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

spasial dan deskriptif. Metode spasial yang digunakan bertujuan untuk menganalisis lokasi - lokasi 

terkait pelayanan fasilitas kesehatan dan dilanjutkan dengan mengunakan metode deskriptif untuk 

menjelaskan hasil analisis spasial yang mana ditinjau dari ketentuan yang berlaku terkait penyediaan 

dan cakupan pelayanan fasilitas kesehatan. Hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan fasilitas 

kesehatan di Kabupaten Asmat belum terlayani ke seluruh kecamatan, masih ada 4 kecamatan yang 

masih belum terlayani oleh sarana kesehatan dan pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Asmat 

yang belum optimal dikarenakan pola permukiman yang sifatnya menyebar dan sulit menjangkau ke 

seluruh permukiman.   

Kata Kunci: Kabupaten Asmat, Sarana kesehatan 

 

1. PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (UU Kesehatan 

No.36/2009). Tujuan dari sebuah pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2006). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu 

dilakukan beragam upaya, antara lain melalui pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), 

pencegahan penyakit (prevensif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif). Upaya-upaya tersebut hendaknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambung. Salah satu kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang mengalami masalah 

kurang meratanya sarana kesehatan adalah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Kabupaten Asmat 

memiliki fasilitas kesehatan meliputi 1 rumah sakit, 14 puskesmas, 59 pustu. Sebaran fasilitas 

kesehatan tersebut tidak merata di 23 kecamatan. Ketidakmerataan sarana kesehatan ini menunjukkan 

pelayanan sarana kesehatan belum menjangkau secara menyeluruh. Kondisi ini didukung oleh data 

indeks pembangunan kesehatan Kabupaten Asmat yang merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten 

terburuk dalam pembangunan kesehatan di Indonesia (Kemenkes, RI, 2011). Nilai Index 

Pembangunan Manusia (IPM) juga tergolong ke dalam kategori rendah, yaitu hanya mencapai 

47,31%. Faktor penghambat adalah kondisi geografis yang berupa rawa dan sungai yang 

menyebabkan sulitnya mendapatkan akses. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penyediaan Sarana Kesehatan 

Menurut Adisasmito (2007), upaya kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara terpadu dan saling mendukung guna 

menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis 

fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan 

mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola 

penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. 

 

2.2 Aksebilitas Sarana Kesehatan 

Menurut Winardi (2002) mutu pelayanan kesehatan mempunyai berbagai dimensi salah satunya 

adalah akses. Pelayanan kesehatan merupakan kemudahan program jaminan atau menjangkau 

pelayanan yang disediakan baik secara geografis, dimana akses berhubungan dengan transportasi, 

jarak dan lama perjalanan. Dengan demikian letak pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh 

masyarakat yang membutuhkannya. 

 

2.3 Pola Permukiman 
Menurut Wardiyatmoko (2006), pola permukiman merupakan pola sebaran permukiman yang 

dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti keadaan tanah, topografi, sebaran SDA. Ada tiga pola 

permukiman, yaitu memusat (mengelompok), menyebar (random) dan memanjang (seragam). 

 
3. METODE PENELITIAN 

Teknik analisis data adalah mengelola suatu data yang telah didapatkan dari proses-proses 

pengumpulan data dengan berbagai metode perhitungan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode 

analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif, dan metode spasial. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Ketersediaan Sarana Kesehatan Berdasarkan Peraturan Perundangan 

Ketersediaan sarana kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan sarana berdasarkan standar SNI 03-

1733-2004 tentang perencanaan permukiman di perkotaan. Untuk skala pelayanan dilihat dari tiap 

satu unit sarana kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk yang dilayaninya dan ketetapan radius 

diperlukan untuk menunjukan daerah pelayanan dari sarana kesehatan tersebut. 

 

4.1.1 Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan permukiman di perkotaan 

Kabupaten Asmat telah dilengkapi fasilitas sarana kesehatan, meliputi 1 rumah sakit, 14 puskesmas, 

dan 59 puskesmas pembantu. Ditinjau dari ketersediaan sarana kesehatan, masing-masing kecamatan 

dilengkapi dengan 1 sampai 2 balai pengobatan dan posyandu. Berdasarkan jumlah penduduk di tiap 

kecamatan, jumlah tersebut telah memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan permukiman di 

perkotaan. Akan tetapi perlu pertimbangan lain yang dijadikan pertimbangan pendirian sebuah sarana 

kesehatan dalam suatu wilayah selain jumlah penduduk. Seharusnya sarana kesehatan di wilayah 

berawa (perairan) seperti di Kabupaten Asmat harus memiliki kemampuan pelayanan yang lebih 

dibanding dengan sarana kesehatan di wilayah daratan. 
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Penyediaan sarana kesehatan dihitung dari radius sarana kesehatan itu sendiri terhadap 

sekitarnya, khususnya ke kawasan permukiman. Kawasan permukiman yang berada dalam radius 

sarana kesehatan menunjukkan bahwa kawasan tersebut sudah terlayani, sedangkan apabila tidak 

dalam radius berarti kawasan tersebut masih belum terlayani. Sebaran fasilitas beserta radius 

daperlihatkan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Radius Pelayanan Sarana Kesehatan 

 

Berdasarkan Gambar 1, radius pelayanan puskesmas dan pustu tidak mampu melayani kawasan 

permukiman secara maksimal. Berbeda dengan tingkat pelayanan, ditinjau berdasarkan jarak 

keterjangkauan pelayanan seperti disebutkan pada SNI 03-1733-2004 bahwa radius pelayanan unit 

puskesmas adalah 3 km. Sebaran permukiman tidak terletak dalam radius pelayanan fasilitas 

kesehatan, sehingga masih banyak permukiman yang masih belum terlayani. Terlebih permukiman di 

kabupaten Asmat sifatnya yang menyebar. Adanya  puskesmas keliling dapat melayani beberapa 

kecamatan seperti Kecamatan Suru-Suru, Kecamatan Kolf Braza, Kecamatan Suator, Kecamatan 

Sirets, Kecamatan  Sawa Erma, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Unir Sirau, Kecamatan Atsy, 

Kecamatan Akat, Kecamatan Fayit, Kecamatan Pantai Kasuari, Kecamatan Kopay, dan Kecamatan 

Ayip. Sementara itu puskesmas keliling hanya beroperasi 2 kali dalam 1 bulan. Salah satu faktor 

yang dapat menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan adalah jarak tempuh dalam satuan jam. Rata-

rata waktu tempuh dari titik kawasan perumahan ke sarana kesehatan mencapai 2-6 jam. Waktu 

terlama pencapaian sarana kesehatan di Kabupaten Asmat adalah 7,5 jam. Kondisi ini menyulitkan 

bagi penduduk yang memerlukan bantuan kesehatan darurat. Sarana transportasi yang digunakan 

adalah transportasi air berupa speedboat, perahu dan kapal tempel. 

Dalam hal ini diperlukan penyediaan speed boat untuk melayani ke permukiman yang letaknya di 

luar radius pelayanan sarana kesehatan. Kabupaten Asmat dengan pola permukiman yang menyebar 

mengakibatkan pelayanan sarana kesehatan perlu mengandalkan peningkatan aksesibilitas. 

Aksesibilitas Kabupaten Asmat berkaitan dengan transportasi air mengingat kondisi geografis yang 

berawa dan bersungai. Selain penyediaan di kecamatan yang belum tersedia, dilakukan juga 

peningkatan pelayanan pada kecamatan yang sudah memiliki sarana puskesmas keliling. Penyediaan 
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speedboat dan peningkatan pelayanan puskesmas keliling dilakukan dengan peningkatan intensitas 

pelayanan. Intensitas pelayanan dari puskesmas keliling ditingkatkan menjadi 1x dalam seminggu 

agar pengecekan dapat bersifat berkala dan mampu mencegah adanya kondisi kesehatan yang 

memburuk. 

 

4.1.2 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

Walaupun Kabupaten Asmat telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu akan tetapi data indeks pembangunan kesehatan 

kabupaten ini merupakan satu dari sepuluh kabupaten terburuk dalam pembangunan sarana kesehatan 

di Indonesia (Kemenkes, RI, 2011). Gambar 2 memperlihatkan bahwa sarana kesehatan di 

Kabupaten Asmat tidak seluruhnya tersebar merata, dijumpai adanya beberapa kecamatan yang 

belum terlayani oleh sarana kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Asmat 

Pada Gambar 2, bagian yang berwarna merah menunjukkan bahwa ada empat kecamatan yang 

belum terlayani sarana kesehatan seperti Kecamatan Koroway Buluanop, Kecamatan Joutu, 

Kecamatan Awyu, dan Kecamatan Aswi. Terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki 

puskesmas tetapi sudah dibantu atau dilayani oleh puskesmas pembantu yang fungsinya sebagai unit 

pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membatu 

pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. Keberadaan pustu belum 

mampu melayani di lingkup radius pelayanannya seperti di Kecamatan Joerat, Kecamatan Jetsy, 

Kecamatan Bectbamu, Kecamatan Safan, dan Kecamatan Der Koumur. 

Oleh karena itu, penyediaan sarana kesehatan dilakukan di daerah yang sulit dijangkau dengan 

kondisi aksebilitas seperti terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4 tentang penambahan sarana 

kesehatan. Pada gambar 3 yang berwarna merah berupa puskesmas. Penyediaan puskesmas 

dilakukan di daerah-daerah yang belum memiliki sarana kesehatan sedangkan penambahan pustu 

seperti pada Gambar 4 yang berwarna kuning dilakukan di daerah-daerah yang sudah memiliki 

sarana kesehatan berupa puskesmas namun belum terlayani secara menyeluruh. Penambahan sarana 
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kesehatan berupa puskesmas dan pustu berfungsi untuk meningkatkan pelayanan sarana kesehatan ke 

titik-titik permukiman yang belum terlayani dengan harapan untuk meningkatkan kondisi kesehatan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penyediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penyediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

 

4.2 Analisis kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan Jumlah Penduduk 

4.2.1 Jumlah Penduduk 

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Asmat pada tahun 2036 sebesar 124.051 jiwa karena setiap 

tahunnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan dengan laju 

pertumbuhan 0,5%. 
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Tabel 4. Jumlah dan Proyeksi Penduduk 

No Tahun Hasil Proyeksi 

1 2012 83,322 

2 2016 90,316 

3 2021 99,171 

4 2026 108,061 

5 2031 115,166 

6 2036 124,051 

 

Menurut Syaadah (2014), adanya peningkatan jumlah penduduk merupakan penambahan beban 

bagi pemerintah berupa peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, khususnya sarana kesehatan 

yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi permukiman yang tersebar 

memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten Asmat.  

Proyeksi penduduk Kabupaten Asmat pada tahun 2036 mencapai 120.000 jiwa. Berdasarkan 

standar SNI 03-1733-2004 tentang perencanaan permukiman di perkotaan menyatakan bahwa 1 

(satu) unit puskesmas disediakan untuk minimal jumlah penduduk sebanyak 120.000 jiwa. 

Pendekatan perhitungan berdasarkan standar tidak dapat digunakan untuk penyediaan sarana 

kesehatan di Kabupaten Asmat karena kondisi geografisnya.  

Dalam hal ini diperlukan pendekatan berdasarkan sebaran permukiman. Pendekatan yang cocok 

adalah pendekatan pelayanan, yaitu pendekatan yang melihat ketersediaan sarana kesehatan dalam 

melayani kebutuhan sarana kesehatan sesuai dengan sebaran permukiman. 

 

4.2.2 Sebaran/Pola permukiman 

Pola permukiman di Kabupaten Asmat menyebar karena kondisi fisiknya sebagian besar (80%) 

adalah rawa (swamp) atau lahan basah (wetlands), sementara 20% sisanya berupa lahan kering 

(upland). Umumnya penduduk Kabupaten Asmat lebih memilih tinggal di daerah pinggiran aliran 

sungai agar lebih mudah beraktivitas. Dari kondisi Kabupaten Asmat yang menyebar ini dapat 

menyebabkan sulitnya menjangkau sarana kesehatan.  

 
Gambar 5. Sebaran Pola Permukiman 

 

Kabupaten Asmat terdiri atas 23 distrik/kecamatan dengan luas wilayah sekitar 31.983,69 km2 

dan umumnya berada di dataran rendah dan pesisir pantai yang berawa dan terdiri atas genangan air 

dan berawa. Berdasarkan kondisi demikian, pola permukiman menyebar dan masih sulit untuk 
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menjangkau ke sarana dan prasarana. Permukiman yang menyebar dan berada di sekitar aliran sungai 

membutuhkan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas. Di samping itu masyarakat yang berada 

di Kabupaten Asmat sangat erat dengan budaya dan adat istiadat. Sebaran permukiman dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

5. SIMPULAN 

Berikut beberapa simpulan penelitian: 

1. Pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Asmat tidak dapat menggunakan SNI 

maupun pendekatan administratif per kecamatan. Hal ini disebabkan pola permukiman yang 

menyebar, jumlah penduduk masing-masing permukiman kecil, dan kondisi geografis berawa 

yang menyebabkan sulitnya akses.  

2. Terdapat 4 kecamatan yang belum terlayani sarana kesehatan di Kabupaten Asmat. Sebaran 

sarana kesehatan hanya di 19 kecamatan tetapi belum menjangkau seluruh permukiman yang 

ada. Beberapa titik permukiman yang tidak terlayani adalah Kecamatan Joerat, Kecamatan Sawa 

Erma dan Kecamatan Suru-suru. Waktu tempuh rata-rata dari titik kawasan perumahan ke 

sarana kesehatan mencapai 4-6 jam dengan waktu terlama adalah 7,5 jam. Pelayanan kesehatan 

menggunakan transportasi air berupa speed boat yang berfungsi sebagai puskesmas keliling.  

3. Penyediaan pelayanan sarana kesehatan yang direkomendasikan adalah penyediaan puskesmas 

di Kecamatan Awyu, Kecamatan Aswi, Kecamatan Joutu, dan Kecamatan Koroway Buluanop. 

Penambahan sarana kesehatan di Kecamatan Joerat, Kecamatan Jetsy, Kecamatan Bectbamu, 

Kecamatan Safan, Kecamatan Der Koumur karena puskesmas pembantu belum mampu 

melayani semua titik permukiman sehingga perlu penyediaan puskesmas keliling. 
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